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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional, selain dari tahta 

suci vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, orang 

perorangan (individu), dan Pembarontak dan pihak dalam sengketa.
1
 Untuk 

keberlangsungan suatu negara diperlukan suatu hubungan dengan negara lain 

dalam bentuk kerjasama-kerjasama di bidang, ekonomi, sosial, ekonomi, 

kebudayaan, dan lain sebagainya. Peran suatu lembaga sangat penting dalam 

terbentuknya suatu anggota masyarakat internasional yang baru. Hubungan 

kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa sudah terjalin baik sebelumnya 

dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, serta social budaya. Di 

bidang Ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa memiliki kerjasama elemen-elemen 

jasa penerbangan, seperti penyedia keselamatan penerbangan dan peraturan pajak 

emisi penerbangan bagi maskapai Indonesia di wilayah Uni Eropa yang 

ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2011 dan Indonesia telah ratifikasi perjanjian 

tersebut melalui Perpres No. 88 tahun 2016 yang disahkan tanggal 31 Oktober 

2016. Yang terakhir dalam bidang ekonomi, yaitu perjanjian yang akan penulis 

teliti dalam skripsi ini yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni 

Eropa (Comprehensive Economic Partnership Agreement RI-UE/ IEU CEPA) 

telah dimulai pada tahun 2016.
2
 

                                                           
1
 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, 

Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 97-110. 
2
 Ibid 
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Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara yang berasal dari negara-negara 

Eropa, seperti Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara lainnya yang tergabung 

ke dalam Uni Eropa sebagai organisasi antar pemerintahan dan supranasional 

berserta Indonesia merupakan negara anggota dari World Trade Organization 

(WTO), yaitu organisasi Internasional yang mengatur perdagangan antar negara. 

Perjanjian perdagangan di WTO dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian 

negara anggotanya dan diratifikasi oleh parlemen WTO yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa perdagangan internasional mengalir lancar, dapat diprediksi, 

dan sebebas mungkin.
3
 World Trade Organization memiliki suatu badan khusus 

dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu Dispute Settlement 

Body (DSB) merupakan dewan umum persidangan untuk menangani perselisihan 

antara anggota World Trade Organization yang berwenang untuk membentuk 

panel penyelesaian perselisihan, merujuk masalah ke arbitrase, mengadopsi panel, 

badan banding, dan laporan arbitrase. Selain itu, DSB juga berfungsi sebagai 

dewan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi dan keputusan dan 

mengizinkan penangguhan konsensi jika terjadi ketidakpatuhan terhadap suatu 

rekomendasi maupun keputusan tersebut.
4
 

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kerjasama antara Indonesia 

dengan Uni Eropa terkait pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat oleh 

Indonesia yang bermula pada hubungan diplomatik yang memulih antara 

keduanya pada tahun 1949, hal ini memicu minat perusahaan-perusahaan Uni 

                                                           
3
 WTO.org, https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm, diakses pada tanggal 1 

Januari 1995. 
4
 WTO.org, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm, diakses 

pada tanggal 1 Januari 2022. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm
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Eropa untuk aktif dan berkembang dalam kegiatan ekspor ke Indonesia. 

Kemudian hubungan antara keduanya mulai memburuk pada tahun 2013 dimana 

dalam kasus sengketa produk biodiesel sawit dimana Uni Eropa secara sepihak 

mengenakan BMAD kepada Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Indonesia 

memprotes dan membawa hal tersebut untuk diselesaikan di Dispute Settlement 

Body di World Trade Organization. Selain itu juga, Indonesia mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa yang pada akhirnya kasus tersebut 

dimenangkan oleh Pihak Indonesia. Hubungan ekonomi antara kedua belah pihak 

seiring berjalannya sengketa tersebut terus memburuk dimana Uni Eropa dalam 

hal ini terus-menerus menyerang produk biodiesel Indonesia, seperti pada 

Regulasi Nomor 1994 Tahun 2013 dan Renewable Energy Directive (RED) II. 

Bahkan setelah dalam DSB-WTO pun hubungannya tidak dapat dikatakan 

membaik melihat daripada sikap Uni Eropa yang malah terus menekan produk 

biodiesel Indonesia dengan mengeluarkan tarif bea masuk sebesar 8%-18% untuk 

periode lima tahun.  

Berikut daftar perusahaan manufaktur baja tahan karat di Eropa, dan 

penyedia solusi baja tahan karat inovatif untuk industri khusus terkemuka di Uni 

Eropa: 

1. Acciai Vender s.r.l, Sebuah perusahaan yang berbasis di Italia yang bekerja di 

industri logam non-ferrous dan stainless steel. 

2. Acerinox S.A, dalam pembuatan baja tahan karat, Ini dibentuk oleh tiga 

produk datar pabrik proses produksi yang terintegrasi penuh. 
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3. Andus Group, Sekelompok perusahaan yang mengkhususkan diri dalam 

produksi konstruksi baja industri, baja tahan karat dan pemeliharaan. 

4. Core Alloys, Pemasok baja tahan karat, super suplex, duplex, lean duplex, 

paduan nikel, titanium, aluminium dan produk besi. 

5. FaiFtc, Spesialisasi dalam produksi komponen cor statis dan tabung centricast 

dalam baja khusus tahan karat dan panas. 

6. Handtke Wiros, Spesialisasi dalam produksi strip split stainless steel. 

7. Konig, Menghasilkan bagian yang ditarik dalam dengan presisi dari baja 

tahan karat, baja, dan logam nonferrous. 

8. Nichelcrom, Sebuah perusahaan pemegang saham dan pengolahan pelat baja 

tahan karat dan kumparan. 

9. Outokumpu Steel Company, perusahaan stainless steel internasional. Kantor 

pusat Grup berlokasi di Espoo, Finlandia. 

10. Savinox, memasok berbagai produk baja tahan karat atau paduan khusus 

langsung dari stok. 

11. TEC SIM s.r.l., Sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam 

pembuatan baja tahan karat, yang beroperasi di pasar farmasi dan kimia. 

12. ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, produsen stainless steel. 

13. Vetchberry Steels, Pakar dalam baja tahan karat dan pemrosesan. 

14. Voestalpine Edelstahl GmbH, Perusahaan baja dan material khusus 

internasional dengan fokus pada logam berkinerja tinggi, bahan habis pakai 

las, dan banyak lagi. 

15. Vulkan Inox GmbH, Produsen abrasive peledakan stainless steel cor. 
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16. W. Oberste-Beulmann GmbH, Memegang selain baja perkakas, berbagai 

bahan baja tahan karat, seperti batang terang, batang bundar, dan billet 

digulung dan ditempa. 

17. William King, Spesialisasi dalam pemrosesan dan distribusi produk strip mill, 

pengemasan, baja tahan karat, dan baja yang sudah dicat. 

18. WS, Memproses baja (juga dengan perawatan permukaan), baja tahan karat 

dan logam non-ferrous. 

Pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan 

pada Pasal 103 jo. Pasal 170 bahwa pengolahan dan pemurnian hasil tambang 

harus dilakukan di dalam negeri. Kemudian lebih ditegaskan pada tahun 2019, 

Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku 

nirkarat melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 

Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian 

ditanggapi serius oleh negara-negara Eropa karena kebijakan tersebut tentu akan 

berpengaruh besar pada industri mereka yang sangat membutuhkan bahan baku 

nirkarat milik Indonesia. Dalam peraturan tersebut ekspor bahan baku baja 

nirkarat baru boleh dilakukan setelah bahan tersebut dipasarkan di dalam negeri 

dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kualitas nikel yang boleh diekspor ke 

luar negeri dibatasi kadar kurang dari 1,7% dengan pemurnian 70% menggunakan 

smelter dalam negeri. 



6 

 

 

Uni Eropa sebagai negara yang sangat membutuhkan bahan baku baja 

nirkarat Indonesia mengambil jalur hukum untuk mengajukan hal tersebut ke 

WTO untuk menuntut pembentukan panel penyelesaian di DSB-WTO dengan 

gugatan eliminasi umum atas pembatasan kuantitatif, pembatasan selain tarif, 

pajak, kuota, dan lain sebagainya yang diatur dalam artikel 11 ayat (1) GATT 

1994.
5
 Artikel 11 ayat (1) GATT 1994 menjelaskan bahwa Tidak ada larangan 

atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan 

melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lain, harus ditetapkan atau 

dipertahankan oleh setiap kontrak pihak pada pengimporan produk apapun dari 

wilayah pihak kontraktor lainnya atau pada ekspor atau penjualan untuk ekspor 

produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain manapun.  

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia dinilai Uni Eropa sebagai 

tindakan inkonsisten terhadap GATT 1994. Pemerintah Indonesia menyayangkan 

gugatan Uni Eropa ke DSB-WTO yang dalam hal ini seharusnya pihak Uni Eropa 

dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan ahli dari Indonesia untuk 

menciptakan suatu nilai tambah yang dengan hal tersebut dapat lebih baik untuk 

sama lain dalam hal kesejahteraan rakyat dunia dan suatu kedamaian dunia. Fakta 

lain yang ditemukan dalam permasalahan gugatan Uni Eropa ke DSB-WTO 

mengenai Indonesia yang menghentikan ekspor bahan baku baja nirkarat dan 

beralih ke ekspor barang jadi yang sudah bukan barang mentah lagi, artinya 

permasalahan Uni Eropa dapat dikatakan bukan karena penghentian ekspor bahan 

baku tersebut melainkan ketakutan Uni Eropa bahwa Indonesia akan berubah 

                                                           
5
 Nikel.co.id, https://nikel.co.id/menyoal-gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-ekspor-

nikel-indonesia/, diakses pada tanggal 5 Februari 2022. 

https://nikel.co.id/menyoal-gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-ekspor-nikel-indonesia/
https://nikel.co.id/menyoal-gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-ekspor-nikel-indonesia/
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menjadi pesaing industri mereka. Selain itu, hal lain yang dituntut Uni Eropa yaitu 

pengaturan mengenai kebijakan skema subsidi yang dilakukan Indonesia pada 

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 76 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea 

Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau 

Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan 

Kepabeanan bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan 

Kawasan Industri dimana aturan tersebut dianggap bertentangan dengan subsidy 

and countervailing Measures Aggreement.  

Proses hukum tersebut membutuhkan waktu setidaknya selama satu tahun 

setelah tahap konsultasi yang sebelumnya telah dilakukan Uni Eropa pada tahun 

2020 lalu, kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 Uni Eropa secara resmi 

meminta untuk pembentukkan panel perselisihan di DSB-WTO gugatan eliminasi 

umum atas pembatasan kuantitatif, pembatasan selain tarif, pajak, kuota, dan lain 

sebagainya yang diatur dalam artikel 11 ayat (1) GATT 1994. Permintaan tersebut 

kemudian disepakati oleh anggota WTO pada tanggal 22 Februari 2021.
6
 Pada 

tahap ini, Indonesia harus memiliki argumentasi yang kuat untuk melawan 

tuduhan-tuduhan dari Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa harus bekerja lebih banyak 

untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya tersebut kepada Indonesia. Apabila 

dalam persidangan di DSB-WTO tersebut tidak menunjukkan titik temu antara 

kedua belah pihak maka akan digelar siding lanjutan di Appellate Body World 

                                                           
6
 WTO.org, https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dsb_arc_e.htm, diakses pada 

tanggal 22 Februari 2022. 

https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dsb_arc_e.htm
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Trade Organization yang merupakan suatu badan yang mempertimbangkan 

banding dalam penyelesaian sengketa di World Trade Organization. 

Dalam persoalan ini penulis telah melakukan literatur review, yang 

diantaranya yaitu: 

1. Pertama, Jurnal hukum yang berjudul “LARANGAN DAN PEMBATASAN 

EKSPOR DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN ATURAN 

WTO”, oleh Chesa Effendi, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, dan Rizki 

Istighfariana Achmadi, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada dasarnya 

tindakan negara berupa larangan dan pembatasan ekspor baik pada peralatan 

medis maupun bahan makanan masih dapat dibenarkan selama tindakan 

tersebut dapat dibuktikan korelasinya sebagai alasan untuk memerangi 

pandemi Covid-19.
7
 

2. Kedua, Jurnal hukum yang berjudul “PEMBERLAKUAN PEMBATASAN 

EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN 

THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 

(GATT)/WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN 

EKONOMI INDONESIA”, oleh Nasrina, dari kesimpulan penelitiannya bahwa 

Indonesia menerapkan pembatasan ekspor minyak bumi dengan tidak 

melanggar ketentuan Pasal XI GATT yang sudah sesuai dengan pengecualian 

Pasal XX (g) GATT yaitu memiliki tujuan utama konservasi sumber daya 

alam. Pemerintah melakukan pembatasan dalam bentuk non tariff dengan cara 

                                                           
7
 Chesa Effendi, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, dan Rizki Istighfariana Achmadi, 

“Larangan Dan Pembatasan Ekspor Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Aturan WTO”, 

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 2, tahun 2020, hlm. 229. 
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menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) yang merupakan wujud dari 

kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembatasan ekspor minyak bumi yang diatur 

dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi tidak memiliki 

implikasi terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Indonesia sudah 

melaksanakan kewenangannya dan tidak melanggar ketentuan GATT/WTO.
8
 

3. Ketiga, jurnal hukum yang berjudul ”IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN 

DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK 

KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN 

INDONESIA” oleh Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, dalam penelitian 

ini disimpulkan bahwa Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan 

RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk 

memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk 

mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung 

kebutuhan biodieselnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut 

didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih 

banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari 

biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang 

seiring waktu terus meningkat.
9
 

                                                           
8
 Nasrina, “Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan The General Agreement On 

Tariffs And Trade 1994 (GATT)/WTO serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Ekonomi 

Indonesia”, Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18 No. 1, 

tahun 2019, hlm. 34. 
9
 Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi 

Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian 

Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16. No. 2, tahun 2020, hlm. 224 
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4. Keempat, Skripsi yang berjudul ”KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN 

PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT ATURAN PEMBATASAN 

DAN LARANGAN EKSPOR OLEH WORLD TRADE ORGANIZATION 

(WTO) (STUDI PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA)”, 

oleh Nur Farra Ai’n Hassanah, dari kesimpulan penelitiannya bahwa 

Perdagangan internasional merupakan suatu sektor kerjasama ekonomi yang 

sering dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Perdagangan yang 

dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan suatu hal yang sudah 

lama berlangsung. Permasalahan sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa 

yaitu dengan adanya peraturan menegaskan pemegang kontrak karya sesuai 

dengan yang diatur dalam 18 Pasal 170 Undang Undang Nomor 14 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Uni Eropa menganggap 

Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip WTO yaitu Prinsip 

Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif. Restriksi kuantitatif terhadap 

kuota impor dan ekspor dalam bentuk apapun. Sebagai anggota dari WTO, 

maka dalam hal ini Indonesia dan Uni Eropa dalam menyelesaikan 

sengketanya harus berdasarkan pada aturan-aturan WTO.
10

 

5. Kelima, Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS LARANGAN EKSPOR 

BIJI NIKEL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI 

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE 

ORGANIZATION”, oleh Inneke Maharani Rizki Mulyanda, berdasarkan 

                                                           
10

 Nur Farra Ai’n Hassanah, “Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional 

Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi 

Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 4, 

tahun 2021, hlm. 10 
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penelitiannya bahwa Larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa 

melanggar ketentuan ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade atau 

World Trade Organization. Pengiriman biji nikel dari Indonesia ke Uni Eropa 

telah dilakukan pemberhentian pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). 

Kebijakan ini mendapat respon dari Uni Eropa yang dilakukan dalam bentuk 

tuntutan kepada World Trade Organization (WTO), dikarenakan kebijakan 

Pemerintah Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap Uni Eropa. 

Kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) yaitu melanggar prinsip National Treatment (NT).
11

 

Setelah dilakukan literatur review tersebut, penulis menemukan bahwa 

belum ada tulisan yang mengangkat persoalan ini. Adapun pembeda tulisan ini 

dengan tulisan lain yaitu pada arah tulisan dan perumusan masalah yang penulis 

angkat dalam skripsi ini dimana penulis menggali lebih dalam penyebab Indonesia 

melakukan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat tersebut ke Uni Eropa 

apakah memiliki landasan hukum atau setidaknya tidak menyalahi aturan dalam 

kesepakatan GATT-WTO. Selain itu, penulis juga berusaha menemukan 

kemungkinan konsekuensi terburuk dari tindakan pembatasan ekspor tersebut ke 

Uni Eropa sebagai dampak hukum yang akan terjadi apabila Indonesia kalah 

dalam sengketa di DSB-WTO dan terbukti menyalahi kesepakatan GATT 1994 

seperti yang digugat oleh Uni Eropa. 

Berdasarkan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dari itu 

penuis tertarik untuk menjadikan bahasan tersebut sebagai penelitian dalam 

                                                           
11

 Inneke Maharani, ”Analisis Yuridis Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Terhadap 

Uni Eropa Ditinjau Dari General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization”, 

Fakultas Hukum Program Studi Hukum Internasional, UBH, Padang, 2022, hlm. 52. 
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pembuatan skripsi dengan judul, “Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku 

Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa dalam Perspektif Hukum 

Internasional”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berlatarbelakang dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka timbul 

suatu permasalahan yang penulis anggap patut untuk dibahas dalam karya ilmiah 

ini, yaitu: 

1. Mengapa Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat 

ke negara-negara Uni Eropa? 

2. Bagaimana dampak hukum dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor 

bahan baku baja nirkarat tersebut? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apa yang menjadi penyebab Indonesia melakukan pembatasan 

ekspor bahan baku nirkarat terutama ke negara-negara Uni Eropa. 

2. Mengetahui sejarah awal dan latar belakang hubungan kerjasama Indonesia-

Uni Eropa serta dampak dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor 

bahan baku nirkarat tersebut terhadap hubungan antara Indonesia dengan Uni 

Eropa. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat atau kegunaan daripada dilakukannya penelitian ini, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk melengkapi bahan kepustakaan hukum internasional mencakup 

dalam bidang penyelesaian sengketa, hukum ekonomi dan perdagangan 

internasional, serta dalam hubungan kerjasama internasional. Selain itu, 

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pemahaman mengenai 

kedudukan World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasi 

yang menaungi berbagai permasalahan perdagangan Internasional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan 

referensi bagi pemerintah, akademisi, para pemerhati masalah yang 

berhubungan dengan kedudukan World Trade Organization pada umumnya 

dan pihak-pihak yang bersengketa baik dalam perjanjian maupun kerjasama 

khususnya yang dalam hal ini yaitu antara Indonesia dengan Uni Eropa, 

memberikan gambaran dalam persoalan hukum internasional antar negara 

yang semakin hari semakin berkembang seiring kemajuan zaman, serta 

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para 

pembaca terkhusus pada dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta masyarakat 

umum dalam memahami aturan-aturan hubungan kerjasama internasional. 
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E. RUANG LINGKUP 

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membatasi ruang lingkup yang akan 

dibahas, penulisan skripsi ini hanya terbatas pada permasalahan yang merujuk 

pada ketentuan-ketentuan World Trade Organization terhadap perdagangan 

internasional terkhusus pada pembatasan ekspor bahan baku, hubungan hukum 

Indonesia-Uni Eropa terkait pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat, 

penyebab pembatasan ekspor tersebut yang dilakukan oleh pihak Indonesia, serta 

bagaimana dampak hukum daripada pembatasan tersebut. 

 

F. KERANGKA TEORI 

Dalam penulisan suatu karya imiliah, landasan teori merupakan suatu hal 

yang diperlukan secara mutlak untuk diberikan. Landasan teori diperlukan untuk 

menjelaskan hal-hal yang jelaskan dalam penelitan ini. Dalam suatu permasalahan 

internasional yang akan diteliti, suatu landasan teori merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti penulis berdasarkan 

sudut pandang tertentu. Kerangka teori berfungsi sebagai penghubung antara 

sudut pandang dan opini pemikiran penulis agar menghasilkan penjelasan yang 

akurat. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepentingan 

nasional, teori penyelesaian sengketa, dan teori kepastian hukum. 

1. Teori kepentingan nasional 

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton, Kepentingan nasional 

merupakan suatu konsep umum namun menjadi kebutuhan yang sangat 

penting bagi suatu negara yaitu dalam kelangsungan hdup bangsa dan negara, 
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kemerdekaan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.
12

 Kepentingan nasional 

identik dengan tujuan nasional dimana kepentingan nasional merupakan suatu 

tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dimana secara garis besar yaitu 

keamanan dan kesejahteraan. 

Konsep kepentingan nasional merupakan suatu faktor yang 

menentukan bagi negara untuk membuat kebijakan politik luar negeri. 

Kepentingan nasional timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau 

kekuatan nasional, yang memaksa negara tersebut untuk mencari pemenuhan 

kepentingan nasional diluar dari batasan negaranya.
13

  

Teori ini merupakan teori yang sangat penting dalam pengkajian kasus 

yang diangkat penulis, karena dasar daripada gugatan Uni Eropa itu sendiri 

berdasarkan pada kepentingan mereka yang sangat membutuhkan bahan baku 

baja nirkarat milik Indonesia, serta dari pihak Indonesia mengeluarkan 

kebijakan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat yaitu untuk 

mendahulukan kepentingan dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku 

tersebut sebelum untuk diekspor ke luar negeri. 

 

2. Teori penyelesaian sengketa 

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, terdapat lima cara untuk 

menyelesaikan suatu sengketa yang dapat digunakan para pihak yang 

bersengketa yaitu, antara lain: 

                                                           
12

 Jack C. Plano dan Roy Olton, The International Dictionary, (terjemahan) Wawan 

Juanda, edisi ketiga, England: Clio Press Ltd, 1982, hlm.7. 
13

 Tulus Warsito, Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatsannya, 

Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1998, hlm. 29. 
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a. contending, yaitu penyelesaian sengketa dengan menerapkan suatu solusi 

yang lebih disukai salah satu pihak. 

b. problem solving, yaitu para pihak yang bersengketa mencari cara alternatif 

penyelesaian sengketa terbaik untuk memuaskan kedua belah pihak. 

c. yielding, yaitu salah satu pihak yang bersengketa bersedia untuk mengalah 

untuk menyelesaikan sengketa dengan menurunkan ego dalam tujuan yang 

sebenarnya  

d. with drawing, yaitu salah satu pihak menarik diri dengan meninggalkan 

situasi sengketa tersebut, baik secara psikologis maupun fisik. 

e. in action, salah satu pihak yang bersengketa memilih untuk diam dan tidak 

melakukan apa-apa.
14

 

Dalam kasus penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa 

dapat melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan berdasarkan beberapa cara 

di atas. Cara contending atau problem solving merupakan cara yang paling 

sering digunakan para pihak dalam bersengketa. Dalam hal tersebut para pihak 

berusaha mencari cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa secara damai. 

Macam-macam cara yang dapat digunakan, antara lain: 

a. Perundingan (negotiation), pemecahan masalah diselesaikan oleh para 

pihak yang bersengketa untuk mengambil keputusan secara damai dan 

mandiri. 

b. Mediasi (mediation), pemecahan masalah melalui pihak ketiga yang 

ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disetujui 

                                                           
14

 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 

hlm. 4-6. 
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untuk membantu para pihak yang berselisih dalam menemukan 

kesepakatan.  

c. Arbitrase (arbitration), kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk 

menyerahkan masalahnya kepada pihak ketiga sebagai arbitrator dan 

bersedia menyetujui putusan yang akan dikeluarkan oleh arbitrator 

tersebut. 

d. Peradilan (adjudication), dalam hal ini pihak ketiga berwenang untuk 

mencampuri sengketa antar kedua belah pihak, terlepas dari keinginan para 

pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut juga memiliki hak untuk 

membuat keputusan dan menegakkan keputusan tersebut.
15

 

Dalam halnya pemecahan suatu sengketa internasional, tidak sedikit 

dari diantaranya pihak yang kalah merasa sangat dirugikan setelah ada putusan 

penyelesaian sengketa, sehingga pihak tersebut mengambil cara: 

a. Membiarkan saja (lumpingit), pihak yang kalah dalam sengketa merasa 

diperlakukan tidak adil dan gagal dalam upaya-upaya yang dilakukannya 

dalam sengketa, memilih untuk lumpingit dan meneruskan hubungan 

internasionalnya dengan pihak lawan. 

b. Mengelak (avoidance), pihak yang kalah dalam sengketa merasa sangat 

dirugikan, sehingga memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan 

internasionalnya dengan pihak lawan bahkan memutus hubungan antara 

keduanya untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
16
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 Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten Societies, New 

York: Columbia University Press, 1978, hlm. 11. 
16

 Ibid, hlm. 9 
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Selain dari beberapa cara yang diuraikan di atas, cara lain yang 

digunakan dalam bersengketa yaitu cara paksaan (coercion), yaitu salah satu 

pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain secara unilateral.
17

 Cara 

tersebut menggunakan tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, hingga 

melakukan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian 

sengketa secara damai. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan jaminan tersebut dijalankan dengan 

sesuai terhadap subjek hukum untuk memperoleh haknya dan putusannya 

bersifat mengikat. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuannya yang 

jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dimana dalam pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Hukum yang 

pemberlakuannya tidak adil dan tidak pasti merupakan suatu sistem yang 

dapat dikatakan buruk. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan keadilan 

serta tuntutan moral secara faktual yang mencirikan daripada hukum itu 

sendiri.
18

 Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya dapat diuraikan 

secara normatif karena hukum mesti bersifat adil dan dilaksanakan dengan 

pasti, supaya dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.
19

  

Beberapa ahli hukum terdahulu telah mengemukakan pendapatnya 

mengenai apa yang dimaksud dari kepastian hukum. Setiap keputusan yang 

dikeluarkan harus jelas dan pasti demi tujuan yang hendak dicapai dari 
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 Ibid, hlm. 10. 
18

 C.S.T. Kansil, dkk, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, 

hlm. 385. 
19

 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta: laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59. 
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ketentuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Gustav Radbruch, 

kepastian hukum harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban 

suatu negara karena keadilan dan kepastian hukum merupakan suatu bagian 

yang tetap daripada hukum demi mencapai keadilan dan kebahagiaan.
20

 Asas 

kepastian hukum menurut Bellefroid merupakan asas hukum merupakan 

pengendapan hukum positif di dalam masyarakat suatu norma dasar yang 

dijabarkan dari hukum positif dalam masyarakat oleh ilmu hukum tidak 

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum lagi. Sementara Paul 

Scholten menjelaskan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-

kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan dalam masyarakat 

pada hukum yang berupa sifat-sifat umum dengan berbagai keterbatasannya 

sebagai sesuatu yang umum, namun yang tidak boleh atau dilarang tidak harus 

ada
21

.  

Dalam mengkaji pembahasan yang akan penulis angkat mengenai 

dampak hubungan kerjasama Indonesia-Uni Eropa terkait pembatasan ekspor 

bahan baku baja nirkarat dalam perspektif hukum internasional yang 

diselesaikan di DSB-WTO, Indonesia dan Uni Eropa sebagai negara anggota 

WTO harus mematuhi ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh WTO. 

Disamping itu, ketetapan-ketetapan WTO itu sendiri harus jelas, tetap, 

konsisten, dan konsekuen dimana dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi 

oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. 

 

                                                           
20

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: 

Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95. 
21

 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm.5. 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif 

melalui studi pustaka. Bahan-bahan pustaka diperoleh dari buku-buku yang 

dimiliki penulis, buku-buku dari perpustakaan Universitas Sriwijaya, buku-

buku dari perpustakaan daerah Sumatera Selatan, serta melalui website resmi 

World Trade Organization maupun website-website yang terkait dengan 

penelitian ini. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang 

tidak kalah penting untuk dilakukan. Adapun pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historical approach), dan pendekatan statute (statute approach) terkait 

pembatasan ekspor khususnya antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dalam 

skripsi ini penulis akan menganalisa dari sumber-sumber hingga aturan-

aturan dalam hukum internasional yang terkait hubungan kerjasama 

internasional serta pengaturan-pengaturan dalam pembatasan ekspor bahan 

baku baja nirkarat dalam perspektif hukum internasional. 

3. Jenis dan sumber bahan baku 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan sebagai 

sumber bahan hukum, terbagi ke dalam:  

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum dengan kekuatan 

hukum mengikat, antara lain: 
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 Agreement On Implementation Of Article VI Of GATT Tahun 1994 

 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni 

Eropa (IEU-CEPA) 

 Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 

2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara 

 Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 76 tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2009 

Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan 

Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam 

Rangka Penanaman Modal  

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2016 Tentang 

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan bagi Perusahaan 

Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri 

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan 

dengan bahan hukum primer berupa bahan kepustakaan, dapat berupa 

doktrin para ahli, artikel-artikel hukum khususnya hukum internasional, 
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hasil-hasil penelitian, serta keputusan DSB lainnya yang memiliki kaitan 

dengan kasus dumping antara Indonesia dengan Uni Eropa. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

terkait dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, 

berupa karya-karya ilimiah, disertasi, literaratur-literatur, bahan seminar, 

tabel indeks, skripsi, kamus, ensiklopedia, dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik 

studi kepustakaan dimana dalam melakukan penelitian ini penulis 

menggunakan studi bahan-bahan hukum secara normatif kualitatif 

berdasarkan penemuan-penemuan asas-asas hukum, serta mempelajari 

peraturan-peraturan, literatur-literatur, dan artikel-artikel yang berkaitan 

dengan hubungan kerjasama internasional serta aturan-aturan dalam 

pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat dalam perspektif hukum 

internasional. 

 

5. Analisis bahan hukum 

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode 

deskriptif secara kualitatif dimana analisis penulis disini berdasarkan 

fenomena yang terjadi dimana penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi 

secara jelas dan terperinci dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. 
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Penelitian kualitatif menggunakan metode yang digunakan untuk menyelidiki 

objek yang tidak dapat diukur menggunakan data-data eksak.  

 

6. Teknik analisis bahan hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan 

hukum deduktif. Metode deduktif merupakan metode menarik kesimpulan 

dari bahan-bahan yang telah diperoleh dari pengertian umum dimana dalam 

hal ini kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus.
22
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